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KATA PENGANTAR

Atas Karunia dan Hidayah-Nya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
sehingga penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022
dapat terselesaikan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kinerja Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, Untuk Asn dan semua
Pegawai yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melaksanakannya,
sehingga apa yang telah ada dalam tujuan dan sasaran Laporan Kinerfa 2022 dapat
terlaksana dengan baik. ‘

Laporan Kinerja yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan
ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan
kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang dapat
kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga
menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang representatif dan lebih baik.
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LKJ Sekretariat DPRD
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1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah  yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor §3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat
DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan
Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
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bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan
hal tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ). Penyusunan LKJ Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai
perwujudanpenyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target
yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unsur PD yang bertugas
membantu Gubernur dalam Penyelenggarakan Pemerintah dibidang Pemerintahan
Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsingkronisasikan
seluruh penyelenggaraan tugas DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat
DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas DPRD dan secara administrasi
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum Pembentukan PD Sekretariat DPRD

ProvinsiLampungBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Tata
Kerjasekretariat DPRD mempunyai tugas

dan kewajiban yang
dijabarkankembaliolehPeraturanGubernur

Lampung Nomor 60 tahun 2018
tentangKedudukanSusunanOrganisasi, TugasdanFungsiSekretariatDPRD Provinsi
Lampung.

Tabel 1.1 DasarPembentukanPD

NO URAIAN KETERANGAN

1 | PerdaNomor

TentangPembentukandansusunanPerangkatdaerahtatakerjaSekreta riat
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